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Menimbang:

Mengingat: 1.

d.

ITALIKOTA PALU,

bahwa pinjaman daerah merupakan alternatif
pembiayaan pembangunan prasaraia daerah yang
kegiatannya bersifat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat;

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dan p.*Larrgrr.".,
Rurnah Sakit Umum Anutapura, pemeriniah Kota pa-lu
perlu melakukan pinjaman daerah pada pusat investasi
Pemerintahi

bahrrra dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
pinjaman dari Pusat investasi pemerinth adalah
adanya Peraturan Daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf U, dan huruf-c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang pengembalian
Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investa-si nenierintafr;

lasat- - ]S ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Irrdonesia Tahun l94S;

Undang-Undang Nomor 4 ?a_hun lgg4 rentang
Pembenttrkan Kota Madya Daerah Tingkat II palu
(kmbaran Negara Tahun 1994 Nomor gE, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684);

_Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daeral' 

- 
(kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambaharr
Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang_
Unflang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang perubahan
Kedrra Atas Undang-Undang Nomor 32 -Tah:un 

2OO4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor 59, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia ttomoi +g++1;

2.

J.



Dengan PersctuJuaa Bersama

DTWAIT PERTAI{IU\il RAIIYAT DAERAII KOTA PALU
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PERATI'RAI{ DAERAII TEI|TATTG PEIIGEilBALIA!5
PUft'ATAJT DAERAH DAI.AT RAIIGKA IIIVES'fASI
PETERIIITAII

BAB I
KETENTI'AIT UilUU

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai
unsur pehyelenggara pemerinta-han daerah Kota Pa_lu.

3. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
meneriman sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DpRD dan
ditetapkan dengan Peratur€rn Daerah.

5. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat plp adalah
instansi pernerintah pada kementerian keuangan Republik Indonesia
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan l,ayanan Umum
dalam bidang pendanaan pembangunan infrastruktur seseuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

6. Pengembalftn Pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali
semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang
atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.

7. Rekening Kas Umurn Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daera-h yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digu.nakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



8. Perjanjian Investasi adalah pemberian bantuan dalam bentuk
pinjaman daerah dari Pusat Investasi pemerintah kepada pemerintah
Kota Palu.

BAB U
}IAI6I'D DAN TUJUAIT

.Bagiaa Kcsatu
Matsud

Pdsdl 2

Pinjaman daerah bermaltsud untuk membiayai pekerjaan pengadaan alat-
alat kesehatan dan pekerjaan konstruksi fisik gedung Rumah Sukit U-rr-
Daerah Anutapura Palu.

Bagf.a trcduc
TuJuttr

n""ef g

Pinjaman daerah bertujuan 
- 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan kepada masyarakat oreh Rumah sakit umum D'aerah
Anutapura PaIu.

nAB irr
ST,UBER DATI JSTTTS PINJAIIAJT

fuddl4

Sumber Pinjaman Daerah berasal dari plp.

Pes{l S

Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang.

BAB TV
JT'UI,AH DAIV BI'ICGA PIITJAMAN

Bagiaol(ceatu
Junlah Plnjarr'on

Pasat 6

(1) Jumlah Pinjaman Daerah direncanakan
Rp. 1 OO.OOO. OOO. O00,OO (Seratus Milyar Rupiah).

sebesar

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan untuk
pekerjaan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp, 40.OOO.O0O.OOO,OO



(empat puluh milyar rupiah) dan untuk pekerjaan konstruksi frsik
sebesar Rp. 6O.OOO.OOO.OQO,OO (enqm puluh milyar rupiah).

BaglanKodua
Bulga PlnJaman

Pasal z

(1) Bunga pinjaman sebesar z,7syo (tujuh koma tujuh puruh rima persen,
efektif per tahun.

{2) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dihitung darijumlah dana yang dicairkan.

(3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan
setiap 3 (tiga) bulan per tanggal 25 (dua puluh timay dihitunj sejak
pencairan tahap I.

BAB V
JAI5GKA WAITTU

Pasd 8

(i) Jggka waktLl pi4iarhan ditetapkan selama 5 (lima) tahun yaitu dimulaisejak tanggal pencairan Tahap I, dengan masa tenggan g (grace period.)
pembayaran pokok pinjaman selama t7 ltuiun behs) bulani

{2) Masa penarikan dana investasi adatah sejak tanggal efektifnyaperjanjian ini hingga tanggal 31 (tiga puruh satu) DesembEr tahun 2or3(dua ribu tiga belas).

(3) Pembayaran pokok pinjaman dilala:tan setiap 3 (tiga) bulan per tanggal
25 (dua puluh lima) dihitung mulai bulan t<e iS laeLpan Uetasl.

'BASvi
PEICCAIRAfi PIIYJAMAI{

ksdl9
Pehcairan pinjaman dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :

l. Untuk tahap pertama sebagai berikut :
a) Ditandatanganinya pe4anjian pinjanan;
b) Telah dipenuhinya syarat efektif perjanjian;
c) Peratura''walikota paru mengenai kew4iiban surplus pendapatan

BLUD RSUD Tipe B Anutapura Kota palu ai"t"-&"r, .r.rt"t
rlrembayar pokok piqiarnan dart bunga selama masa pinjaman;

d) Kontrak -pembangunaa konstruksi dan pengawas€rn antara
Pemerintah Kota Palu dengan kontraltor untuk membangun/
mengawasi pembangunan RSUD Tipe B Anutapura 

*palu

sebagaimana yang diuraikan dala$ Detail Engineering Desrgn 1Oeb1



dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilampirkan sebagai
kelengkapan pencairan dana pinjaman tahap I;
Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan yang dilampiri Rencana

Biaya (RAB) pengadaan alat kesehatan yang dilampirkan
sebagai kelengkapan pencairan dana pinjaman tahap l;
Surat permohonan penarikan pinjaman tahap I beserta kuitansi
dari Kepala Daerah;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah (dalam
pengguflaan pinjaman ya-ng ditarik) ;
Rencana penggunaan piqjaman yang akan ditarik beserta lampiran
yang menyertainya;
Rencana penarikan dana tahap kedua dan selanjutnya sesuai
kontrak;dan
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gedung poliklinik
dan rawat inap yang pembiayaannya berasal dari Pusat Investasi
Pemerintah.

2. Tahap II sampai dengan tahap selanjutnya:
1) Surat permohonan penarikan pinjaman tahap II (dan tahap

selanjutnya) beserta kuitansi dari Kepala Daerah;

0

c)

h)

i)

i)

2l

3)

4\,

s)

6)

7|

8)

e)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah (dala_rrr
penggunaan pinjaman yang ditarik);
Rencana penggunaan pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran
yang menyertairrya;
Laporan penggunaan penarikan dana tahap sebelumnya;
Laporan progres pekerjaan konstrrrksi terakhir yang telah disahkan
oleh Konsultan Pengawas;
Terpenuhinya semua kew4iiban PIP yang telah jatuh tempo kepada
Pemerintah Daerah;
Asli tekening koran RKUD sejak tanggal pencairan pinjaman tahap
sebelumnya hingga pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan;
Khusus unhrk pengadaan alat kesehatan melampirkan Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan dari pihak Pelaksana kegiatal kepada
Panitia Penerima Pengadaan alat Kesehatan;
Khusus untuk syarat penarikan pinjaman yang terakhir
melampirkan:
a) Surat Pernyataan Kepdla dderah tentang ketersediaan pegawai

yang akan mengoperasikart alat kbsehatan dan dilampirkan
bukti daftar pegawai yang mengoperasikan setiap alat kesehatan
yang ditandatangani oleh Difektur RSUD Tipe B Anutapura;

b) Surat Pernyataan Kepala Daerah tentarlg ketersediaan tenaga
medis dan non medis sesuai kebutuhan gedung baru RSUD dan
dilampirkan bukti daftar pegawai yang ditandatangani oleh
Direkhrr RSUD Tipe B Anur4pura;

c) Sistem pelaksanaan kegiatan pada rawat jalan, rawat inap,
gawat da.rurat, operasi/ bedah, radiologi, laboratorium, ruang
sterilisasi, ruang farmasi, ruang diklat, ruang kantor dan
administrasi, ruemg ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan,
ruang menyusui, ruang dapur, ruang mekanik, ruang laundry,
kamar jenazah, ta.tnan, pengelolaan sampah dan parkir;

d) Sistem pengelolaan peralatan kesehatan dan non kesehatan
untuk penyelenggaraan layanan yang memenuhi standard
pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik
pakai;

e)



(1)

{21

e) Laporan progress penyelesaian frsik 10O% (seratus persen)
bagian gedung poliklinik, rawat inap yang menjadi bagian yang
harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota palu yang
dilaksanakan Pelaksana Kegiatan dan disahkan oleh Konsultan
Pengawas;dan

0 Standar Prosedur Operasional pelayanan RSUD Tipe B
Anutapura Kota Palu.

Pesal 10

Pencairan dana pinjaman daerah dari PIP kepada pemerintah Daerah
dilakukan dengal pemindahbukuan/ transfer dari Rekening Induk
Dana Investasi kepada Rekening Kas Umrrm Daerah (RIruD).

Pencairan Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
dilakukan secata bertahap derlgan ketentuan sebagai berikut
a. Pencairan Tahap I:

Pencairan dana tahap I oleh Pemerintah Daerah, yaitu maksimum
15% {lima belas persen) dari total dana investasi atau sebesar Ro
I5.OOO.OOO.OOO,OO (lima belas milyar rupiah).

b, Pencairan tahap II sampai dengan tahap selanjutnya:
Besarannya disesuaikan dengan realisasi frsik pekerjaan yang
mengacu pada laporan progress pekerjaan yang telah disahkan olefi
Konsultan Pengawas, setelah dipenuhinya persyafatan pencairan
dana (tahap II sampai dengan tahap selanjutnya) oleh pimerintah
daerah.

BAS vII
PEMBAYARAIT KbTTA.'IBA!T PIITJAilAIT

Pasal 11

Pemtayaran kewajlban pemerintah daerah kepada plp meliputi:a. Pokok pirrjaman;
b. Bunga pitrjaman ;c. Biaya matlaJetnen;
d. Biaya adiirirtistasi; dan
e. Biaya kesepakatan.

BAB VIII
PEMBTIIII'AIT DA.!T PELAPORAX

Pasal 12

Semua penerimaan dan kewajiaban dalam rangka pinjaman
pemerintah daerah dicamtumkan dalam ApBD dan dibukukar sesuai
dengan standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.

Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangka' daram
lampiran dari dokumen APBD.

(1)

{21



(3) Kepala Daerah melaporkan kepada DpRD dengarr tembusan kepada
menteri keuangan tentang realisasi pinjaman Daerah dan penggunaan
Dana.

BAA IX
XETEI{TUAI| LIUI{-LIUr

Pas8t13

syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan piqiaman daerah danpengembaliannya berpedoman pada pe{anjian invistasi daram bentut
pemberian pinjaman Pemerintah Daerah.

B.ABX
KBTEI{TUAI{ PEITUTUP

Pasall4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1g* setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daeruh ini dengan penempatannya dalam Lemb uZ'- Oifrrn
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Februari 2013

WAlrxore iiiu,
ttd

RUSDY MA$IUNA

Diundangkan di Palu
pada tanegal I F'ebfuari 2Ot3

SETIRETARIS DASRAII KOTA PALU,

ttd

AtrIITI'DDIIT ATJO

LEilBARAIT DATRAII KOTA PALU TAIIT'IT 2013 I{OMOR

sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum,

Tkt.r w/b)
199203 2 0t4



PEITJTLI\SAIT
ATAS

PERATURAIT DAERAII KOTA PALU
NOMOR 3 TAIIT'IT 2013

TEI|TAITG

PEI| GEMBTLIII| PIIIJAIfiAI| DAERAII
DALAil RAITGKA IITVESTAAI PEMERIITTAII

I. Udtn

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan antarapemerintah pusat dan pemerintah oae?an
menet4pkan bahwa pinjaman daerah menrpakan salah satu 

".r*u.,penetilrl.aan daerah allm tangka pelaksanaan desentra_lisasi , yangdicatat dan dikelola_ dalam pe[ksanaan Anggaran pendapatan danBelanja Daerah.pinjaman Daerah ditujukan untuk membiavaipengadaan praFarana daerah dengan kegiatan v"de 
-;.;"i'f"t

lelinskatkan penerimaan yang digunakaa untuk *"rrg1*uJii.r,prn]aman, serta memberikan manfaat bagr pelayanan bag,masyarakat.

Bahwa berdasarkan perrimbangan tersebut diatas, pemerintarr Daerahmemand-ang perlu untuk- melakukan pinjaman daerah t.p"i" p""".
investasi Pemerintah dalam rangkr rp"yr meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan, dan pembangu;;n Rumah Sakit UmumAnutapura. Adapirn salah satu syarat dari pusat Investasi pemerintah
ldalah adanya Peraturan Daerah tentang pengembalian pinjamandaerah dalam rangka investasi p.-.rirrtufr. Sehubungan densanpertimbangan tersebqt diatas, maka dipandang perlu ;;""di;Peraturan Daerah tentang pengembalian pinjaman a...ar, J'Jtrangka investasi pemerintah.

ll. Pasal DEhi panal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

C\:ktrp jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 1O

Cukup jelas

Pasal 11

Hurufa
Cukupjelas
Hurufb
Cukupjelas
Hurrf c
Biaya manajemen (Management Fee) adalah biaya yang wajib
dibayarkan dimuka oleh pemerintah Daerah kepada Ftp
seb"gai biaya pengelolaan dana investasi yang dibayarkan
selambat-lambatnya 6O (enam puluh) hari kalender setelah
perrandatanganan peq'anjian sebesar O,5O% (fiol koma lima
puluh persen) d"ari jumlah total dana investasi.
Hurufd
Blaya administrasi (Administration Fee) Adalah biaya yane
wajib dibayarkan dimuka oleh pemerintah Daerah t<eiaaa elF
99l"gd biaya administrasi pemb€rian pinjaman yang
dibayarkan selambat-lambatnya 6O (enam puluh) hari kalendei
setelah penanddtanganan perjanJian sebeJar O,SO% (nol koma
lifhe pUluh pbfs6n) dari jumlah total dana investasi.
Hurufe

( Upftont Fee ) Adatah biaya yang wajib
oleh Pihak Kedua kepada Pihak pertama

sebd.gai biaya- atas penyediaan dana invesfasi yang dibayarkan
6O (enam puluh)hati kalender setelah

perjanjian sebesar O,5O o/" (nol koma lima
persen) dari jumlah total dana investasi.

Pasal 12

Cukupjilas

Pasd 13

Cukrtp jelas



Pasal 14

Cukup jelas

TAilBAIIAIT LEMBARAIT DAERAH KOTA PALU I{dMOR 3


